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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 2 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka
perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2015. :

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400); ‘ ‘
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indone31a
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); |

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4584);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Slmalungun Tahun 2006

Nomor 1 Seri D Nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten SimalungunTahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 06 Seri D Nomor 06);




29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; .

31. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 225);

32. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Simalungun
Nomor 25 Tahun 2014 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabivaten Simalungun Nomor 193).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.119.420.865.422,00
b. Bertambah Rp. 50.480.164.987,77
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.169.901.030.409,77

2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 2.109.777.304.486,00
b. Bertambah Rp. 57.392.398.754,60




Jumlah Belanja setelah Perubahan
Surplus setelah Perubahan

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 6.912.233.766,83

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.643.560.936,00

2) Berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan
Pasal 2

{1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 112.414.288.663,00
2) Bertambah Rp. 54.218.010.391,77

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.577.072.569.179,00
2) Berkurang Rp. (306.320.240.086,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Sermula Rp. 429.934.007.580,00
2) Bertambah Rp. 302.582.394.682,00

Rp. 2.167.169.703.240,60
Rp. 2.731.327.169,17
Rp. 7.912.233.766,83
Rp. 10.643.560.936,00
Rp. (2.731.327.169,17)
Rp. (0,00)
Rp. 166.632.299.054,77
Rp.  1.270.752.329.093,00




Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula "~ Rp. 80.716.254.516,00
2) Bertambah Rp. 4.587.915.613,74
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 7.848.034.147,00
2) Bertambah Rp. 2.237.167.252,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 18.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 4.547.662.554,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 5.850.000.000,00
2) Bertambah : Rp. 42.845.264.972,03
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp.

(3) Dana Perimbangan sebagairﬁana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula : Rp. 73.407.807.115,00
2) Bertambah Rp. 12.373.085.978,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp.

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 1.425.600.872.064,00
2) Berkurang Rp. (340.627.146.064,00)

732.516.402.262,00

85.304.170.129,74

10.085.201.399,00

22.547.662.554,00

48.695.264.972,03

- 85.780.893.093,00




Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan ‘ Rp. 1.084.973.726.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula ~ Rp. 78:063.890.000,00
2) Bertambah Rp. 21.933.820.000,00 ‘
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 99.997.710.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:
a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 3.631.301.000,00
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan Rp. 3.631.301.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula ' Rp. . 109.996.500.000,00
2) Bertambah Rp. 128.804.647.682,00 f
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan ' Rp. 238.801.147.682,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 216.306.206.580,00
2) Bertambah Rp. 121.003.873.420,00 :
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khiisu Setéidh Pefubalan ™ Rp. 337.310.080.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. - 100.000.000.000,00
2) Berkurang | Rp. (49.925.933.420,00)
Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan Rp. 50.074.066.580,00
e.. Pendapatan Lainnya
1) Semula . Rp. -
2) Bertambah - Rp. 102.699.807.000

Rp. 102.699.807.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:




a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.338.724.422.221,00
2) Bertambah Rp. 92.465.679.258,39
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.431.190.101.479,39
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 771.052.882.265,00
2) Berkurang Rp. (35.073.280.503,79)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 735.979.601.761,21

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis belanja:
a. Belanj ja Pegawai

1) Semula A Rp. 1.146.754.032.076,00
2) Bertambah Rp. 18.435.311.394,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan ‘ ’ Rp. 1.165.189.343.470,00
b. Belanja Bunga
1) Semula Rp. 443.967.271,00
2) Bertambah Rp. - ,
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan ‘ Rp. 443.967.271,00
c. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 55.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 8.378.362.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. - 63.378.362.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 17.418.000.000,00
2) Berkurang Rp. (9.433.400.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sos1a1 setelah Perubahan ' Rp. 7.984.600.000,00

~ e. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 115.108.422.874,00
2) Berkurang Rp. (43.690.651.135,61)




Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 71.417.771.738,39

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. -
2) Bertambah Rp. 102.776.057.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 102.776.057.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 16.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 72.727.289.750,00
2) Bertambah Rp. 42.811.726.474,00 ‘
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 115.539.016.224,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 369.802.188.605,00

2) Berkurang Rp. (6.631.299.465,40)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 363.170.889.139,60

c. Belanja Modal

1) Semula ~ Rp. 328.523.403.910,00

2) Berkurang Rp. (71.253.707.512,39)
Rp. 257.269.696.397,61

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 6.912.233.766,83




Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.643.560.936,00
~2) Bertambah Rp. , -
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 6.912.233.766,83
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan Rp.

(8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula Rp. 10.643.560.936,00
2) Bertambah Rp. -
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan Rp.
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

S s

kerangka Pengelolaan Keuangan Daerabh,;
Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;

® o

tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,;
Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam

7.912.233.766,83

10.643.560.936,00

7.912.233.766,83

10.643.560.936,00




Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun. '

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI SIMALUNGUN,
dto

J. R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 27 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

GIDION PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 2 SERI D NOMOR 2



